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BUPAT!I BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR Jo3 TAHUN 2021

TENTANG
KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang @ a.  bahwa dalam rangka menunjang program penycbarluasan
informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan
dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemcrintah Kabupaten Bengkayang, perlu diadakan
kerjasama dengan Perusaha.an Pers;

b. bahwa untuk terlaksananya eflektifitas kerjasama sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan persyaratan kerjasama
Perusahaan Pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lemb.aran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahain
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimiina telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4840);
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10.

11,

12.

13.

14,
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UndnngUndang Nomor 23 Tnhun 2014 tentang Pernenniahon

Dacrah (Leminmn Negara Republik Indowsin Tahun 2014 Thmaor
2494, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Marnor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undange
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta herin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Trmiyutan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelabisarnaeri
UndanizUndang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informens
!ML)likl(lx:mhnr:m Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kenasama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 iiomnr
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62119);
Pernturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Dacrah;
Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 55 Tahun 201! tentang Pedoman Umum
Hubungan Media di Lingkungan Instansi Media (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huk um Daerah);
Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukian dan
Susunan Percaingkat Dacrah Kabupaten Bengkayang (Lembaran
Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayung Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengun Peraturan Dacrah Nomor | Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukun dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2019 Nomor 1, Tumbahen Lembaran Dacruh  Kabupaten
Bengkayang Nomor 1);

Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2017 tentiang Penyelengparaan
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Benghkayang Tahun
2017 Nomor 2);
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Menctapkan : PERATURAN

41 Tahun 2016 Tentang Struktur

15. Peraturan Bupati Nomor
Informatika

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Kabupaten Bengkayang (Berita Dacrah Kabupaten Benckavang
Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupat  Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Strukr

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informauka

Kabupaten Bengkayang (Berita Dacrah Kabupaten Benghayang

Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

BUPATI BENGKAYANG TENTANG KERJASAMA
PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

2
8,
4

AN

10.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Perangk at Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintzhan yang menjadi kewenangan daerah.
Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkavang.
Pengguna Anggaran adalah Kepala perangkat dacrah vang bertan gizungjawab
terhadap anggaran di unit kerjanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyclenggarakan usaha pers yang
meliputi usaha Pers cetak, media elektronik, media onlinedan kantor berita,
serta perusahaan pers lainnya yang secar:ia khusus menyelenggarakan,
menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Kerjasama adalah suatu rangkaian keg iatan yang tenjadi karena ikatan formal
antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan media massa untuk
bersama-sama melakukun keg jatan guna mencupai cfisiensi dan efcktifitas vang
saling menguntungkan.

Mcdia Cetak adalah sarana media massa yang dicctak dan diterbitkan secara
berk ala, dengan badan hukum yang memenuhi persvarutan Undang-Undang
Pers.

Dipinda dengan CamScanner
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ialak benmuik media cwesa yang mengzcusmkan wabana intemnet dalam

melaisanaun kegitan jumalisok, sera dengan badan hukum vanpg memenuhi

persyvaratan Undang-Undang Pers
12. A ral adalahk batuk berita vang disgikan dengan gava bahasa jumablistik,
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diuins secarm Wnesus dan mendalim terhadap suatu peistiwa, serta disajikan

s=carn persizsed Kepada publik miclalui media massa

adalalh suan: pesan yang dissampnikan kepda masvarakat luas
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o sthangumn dan pelayvanan misyanakat vang dilnksanakan Perangkat Dacrah
ah Katuparen Bengkaxang yvang diterbitkan Perusahaan Pers dalam

pemerintah,

t.
o
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- - o
eaiv o see

beoy & kumpralan fiete beseria kectemuinmanmnya.

bl an Lamaman Masvarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik
tenwng gaasan wacana uniuk mengubah, memperbaiki atau meningkatk an

terETg
sthkap atau pe rlacu publik.

1% Ramp ng adelah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang
cipemieh ummuk preretapan besaran nilal vang ditentulkcan berdasarkan Kriteria
Pan

17. Poin adalah ururan yang menjadi dasiar dalam memberikan penilaian atau

om

,ITEA,Nan angkang.
15 Surat pesanan acalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada
Proprian Perus alsan Pers untuk menerbitkan Advertonal, Galerni Foto,
Pengumuman, lkian Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan
informas: laxm.oyva
I9 Buku Fs:x acalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melak ukan
pembuayvaran a'as kesepascatan kerjasama vang dilak ukan.
20. Desen Pers  adalah  Lembaga Independen yang berfungsi  untuk
mengem.bangs an dan melindungi kehidupan Pers.
Tim Venflas: adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk
Mmelukun  pemenEs.aan  tentang  kebenaran  kelengkapan persyaratan

W
=

Kegasauma media.
Pasal 2

Marud dietaphan Peraturan Buputi ini adalah  sebaga pedoman  standar
pelansanaan  Renasama  Perang kat  [dicrah dengan  Perusahaan  Pers  dalam
penyeda riuasan informas: kegiatan penyelengearaan Pemenntahan, pembangunan
Can pelgvAnan masvanaral vwang dladosanakan.

Pasal 3

T - slerpe . - e g 3 2

1_._....:... diteispxan Peraturan Bupan ini adalah agar terjalin ko jusama yany sahing
mendan tungsan - antare  Perangkat Daerash  dengan  Perusahaan  Pers  dalam
e b e b yg il Sy, o -

P T......."bd:‘. dnmuast Kegiaan penyelenpgjaraan Pernenintahun, pembangunan
fan pelavanan miasyerakat yang diieksanal.an.
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Pasal 4

Ruang lingkup peraruran Bupati ini meliput:

o op

FE ™A

Comy  wan

(1
(2)

)

(1)

(2

Persyiaratan dan kualifikasi;
Mekanmisme Kenjas<ama;

Kerasam.a Kemitraan Publik asi Media;
Tim Ventirasi;

Variabel dan Nilai Kriteria Puin;

Harga Publikasi Info-mast;

Harge Pengumuman dan lkdan Layanan Masyarabar,
Kewmajiban Perusahaan Pers;

Sumber Pembiayaan;

Tata Cara Pembiayvaan;

Pembinaan dan Pengawasan; dan
Ketentuan Lain-lain.

BAB 1
PERSYARMTAN DAN HKUALIFTIRASI

Pasal 5

T

Setiap Perusahaan Pers dapat melatcukanikie.Tasama dengan Prren g xzlerme .
Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada avar (IJ, harus memenmufn
persvaratan.

Persvaratan sebagaimana dimaksud pada avaz(2), adaanh:

a. berbadan hukum Indonesia; can

b. verifikasi di Dewan Pers, minimai terdaftar secara admin sz asi

BAB [l
MEKAINISME KERJASANM &

Pasalo

Perusahzian Pers yang akan melakukan kepasama wajib menmgajusan
permohonan kepada Kepada Perangkist Daerah  dengan mclumpirkan
persvaratziin yang telah ditentukan.

Permohonan dan persvaratan yang dilimpirkan pada saat mencaguican
perrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:

surat Permohonan Kerjasama Publik asy,

propo.sal;

kelenghk apun/dokumen administrasi pxerusahaan (hardcopy dan sottcopy);

oo

dan
d. profil perusahaan (hardcopy dan soficopy).
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(3

(4)

Pemusabann  Pers  sebagaimonn dimadud  pada it

menvampaikan permohonan alean dilakuloan venlileas oleh i

K luaas bapi Perusahaan Pers siber, selain pers yomtan dan b i
akan dilakukan venfikasi secmn benyeniang dary daltir

tereantum dalam Lampiran XI yang merupalenn byzaan el

fer iy

Lz pnal higaan

Peraturan Bupati ini

BAB IV
KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA

Bapaan Kesatu
Kerjasama

Pasal 7

Bentuk penyajian informasi Kegiatan penyeleny garaan Pemennrahion, pemban.gunan

dan pe

lavanan masyarakat yang dilaksanakan dalarn kejasama Perargz at Darra.n

dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan melalw

a.

8

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

()

advertorial;

galeri foto;

pengumuman; dan/atau
iklan layanan Masyarakat.

Bagian Kedua
Advetonal

Pasal8

Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hunafa, bm anva ditennasan

oleh Perangkat Dacrah,

Tema sebagaimana dimaksud pada avat (1), dissumpatkan ke Perusahaan Pers
dan dipublikasikan di media yang diterbitkannya

Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haras
mendapat persctujuan terlebih dahulu dan Kepala Perangkat Daerah

Karakter atau kata dalam advertorial vang dipublikasikan sebagama.n

dimaksud pada ayat (2) benpumlah paling sedikit 1000 (sembu) karakter atau
kata.

Jumlah karakter atau kata dalam advetonal sebagaimana dimaksud pada avat
(4), dapat dikecunlikan untuk advertorial vang dipersiapkan Perangkat Dacrah

Advcertorial yang dipersinpkan Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), baru dapat dipublikasikinn jika ada Surat Pesanan dan Kepala
Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Dpindar dengan CamScaner



(i)

()

(1)

(2)

3

(1)

Bagian Ketiga

Galeny Foto

Pasal ¢

Foto beserta kelerangnnya untux Capm Foto sebagairnans dirnacsud dajer:
Pasal 7 huruf b, dipersiapkan oleh Perangkat Dacrah - o
Jumlah foto sebhagaimana dimaksud pada ayat (1), .'n.m,'.:.;,. 16 Isepulub) o
untuk setiap Gulen Foto yang dipublikasikan Perusabaas Pers ‘ o
Publikas: Gialen Foto sebagaimna dimaksud pada ayal (71, ,.',rf .,:.,,.f

n dan Kepala Perangkat Daerah) Pryatrn

dipublikasikan jkn ada Surat Prsana

Pengatknn

Bagian Keempsa!
Pengumiiman

Pasal 10

Maten pengumuman  sebag n.mna dimaksud dalamm Pasal huraf

dipersiapkan olch Pecrangat Dacal
Pengumuman scbagaimana dimalcsud pads 2557
jika ada Surat Pesanan dan Kepala Prangkat Daerah/§

1], baru dapat dipublicasikan

Bagian Kelima
Iklan Layanan Masyaraxa:

Pasal 11

Bahan [klan Layvanan Masy;araka: sebaga imana dimalksud dalam Pasal 7 hunaf
d, dipersiapkan olch Perangiat Darra h atav Perushaan Pers

Bahan lklan Layanan Masyvarafat dpersuapxan Peocsahaan Pery seldagam ania
dimaksud pada ayat (1), ham:s mendapat persetuiizan teriebih dahulu dan
Kepala Perangkat Daerah sebelum dipu blikasiian.

lklan Layanan Masvarakat sebagaimana dimakasud pada ava
dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dan Kepala Peranglat Daciah/ Poyabat

t (D), baru dapen
Pengadaan.

BAB V
TIM VERIFIRINSI

Pasal 12

Dalam rangka kerjasama Perangkat dacah dengan Permusabua n Pems diten tuk
Tim Venfikasi.

Dpingal dengan CamScanner



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Tim verifikasi scbapaimana dimaksud pada avat (1) dibentuk oich memng
masing Perangkat Daerah, ditaapkan olch masing- masing Fepala Peranglit
Dacrah dan dikoordinasikcan dengan Dinas

Tim venfik asi sebagaimana dimaksud pada aval (2) berjurmla h ganyl, terdir: dan
Ketua, wakil Ketua, Selaretaris dan Anggota.
Tugas Tim Venfikas: sebagaimana dimaksud parda ayat (1), adalah:

berkas

melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan k ualifikasi tekns

pemohon kerjasama dan Perus.ihann Pers;
yang dapat melakukan kerja  nenina
sud pada

i,

b. menetapkan Perusahaan Pers
berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimak

hunuf a;
melak ukan uji petik kesesualian persyaratan dari Perusahacin Pers yang
mengajukan permohonan kerja sama jiksr diperluk an: dan

d.  menentukan kriteria poin perusahaan pers.

BABE VI
VARIABEL DAN NILA]l KRITEFZA POIN

Bagian Keshiu
Perusahaien Pers Cetak Hanan

Pasal 13

Variabelvangdigunakan untuk Perusahaan Pers cetakvan2 tesbithlassian, terdin

dan;

verifikasi Dewan Pers;

ukuran dan jumlah halama n sefiap t=ro
usia media berdasarkan tahun petama terb

jumlah Oplah setiap kali terbit:

kepemilikan mesin cetak;

halaman khusus Kabupaten;

warna halaman khusus Kabupaien;

kantor biro di Kabupaten;

status kantor biro;

jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten;

status media di Senikat Penerbitan Surat Kabar

jumlah hari terbit dalam semn_ggu;

uji Kompetensi Wartawan;

jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan

jangkauan distribusi media se-Kabupaten.

Vmabcl vaniabel sebagaimana dimaksud pada avat (1), diberi poin dan
dijumnlahkan untuk menentukan total milai k ritena poin.

Poin perusahaan pers cetak hanan untuk masing-masing veinabe! sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), scbagaimana tercantum dalam Lampiran [ vang
merupakan bagian tak terpisahkan dan Peraturan Bupat ini

°?5’_E"‘-_"",3“Z= ~0 Qa0 op
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Bagan Kedua
Perusahaan Pers Cetak Mingguan

Pasal 14

(1) Vanabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers Cetak yang terbit minggruan,
terdin dan;

a. Venfikasi Dewan Pers;

b. Ukuran dan jumlah halaman sctiap terbit;

c. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;

d. Jumlah oplah sctiap kali terbit;

¢. Kepemilikan mesin cetak;

{.  Halaman khusus Kabupaten Benghayang;

g. Warna halaman khusus Kabupaten Bengkayang;

h. Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;

1.  Status kantor biro di Kabupaten Bengk ayang;

j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkayang;
k. Status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;

.  Jumlah han terbit dalam seming gu,

m. Uji kompetensi wartawan yang ditugask an di Kabupaten Bengkayang;
n. Jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan

o. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Bengkayang.

(2) Varnabel-variabel scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan
dijumlahkan untuk menentukan total nilai knteria poin.

(3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
scbagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kctiga
Perusahaan Pers Media Online

Pasal 15

(1) Varabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media Online, terdin d ari:

a. Venfikasi Dewan Pers;

b. Rangking alexa Indonesia;

¢. Rangking alexa lok al;

d. Jumlah visitor atau pengunjung;

e.  Page view;

£ Usia website;

g.  Hakarnan khusus kabupaten Bengkayang;

h. Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;

1. Status Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;

Jj. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkavang;
k. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang;

r—

Update berita umurn;
m. Update berita Kabupaten Bengkayang;

9
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(2) Variabel-variabel sebapaimana dimaksud pada ayvat (1), dibers poin dan

dijumlahkan untuk menentukan total nilat k riteria poin

(3) Poin untuk masing-masing variabel sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
schagaimana tercantum dalam Lampuan [l yang merupnkan  bagian  tak
terpis.ahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perusahaan Pers Elektronik untuk Televisi

Pasal 16

(1) Varabel yang digunakan untuk perusahaan Pers Elcktronik televisy, terdiri dark:
a. verifikasi dewan Pers;

izin penyclenggaraan siaran;

usia televisi;

informasi khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

jumlah wartawan atau rcporter;

uji kompetensi wartawan/reporter;

MR fEp E

program berita;

1. berita khusus tentang kabupaten;
i.  jangkauan siaran.

(2) Varabel-variabel sebagaimana dim.ksud pada avat (1), diben poin dan
dijumlahkan untuk menentukan total niku k:7teria poin.

(3) Poin untuk perusahaan pers clcktronik televisi untuk mastng-masing vanabel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini

—

Barian Kelima
Perusahaan Pers Elektroni k Radio

Pasal 17

(1) Vanabel yang digunakan untuk Perusuthaan Pers elektronik rudio, terdiri dari:
verifi kasi dewan pers;

izin penyiaran;

izin stasiun radio (ISR);

streaming radio online;

jangkauan frekuensi;

usia radio;

informasi khusus Pemerintah Kabupaten;
jumlah wartawan atau reporter;

uji kompetensi wartawan/reporter;
program berita dalam schari;

update benta umum;

update berita khusus tentang Kabupaten;

TR oo e op

= g -
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Variabel-variabel  sebag aimana  dimaksud  padn avat (1), diberi poin dan
dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.

Poin  perusahaan pers elektromk  radio untuk  masing-masing  varmbel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tak terpiscahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Bagman Kesatu
Media Cetak Harian dan Mingguan

Pasal 18

Harga publikasi informasi untuk Advertorial dan Galeri Foto setiap kali
penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria
poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.

Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau tentukan berdasarkan halaman
terbit.

Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mcedia Online

Pasal 19

Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online scbagaimana
tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tak terpisahkan dan
Pceraturan Bupadi ini.

Harga Publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Televisi

Pasal 20

Advertorial di televisi minimal berdurasi 10 menit.

Advertorial scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkap! munimal 2
(dua) insert sound kepala daerah atau pejabat yang berwenang yang di-upload
di youtube.

Dpingas dengan CamScanner



(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Di-upload di youtube scbagaimana dimaksud pada avat (2], adulah hasi
merckam video dibagikan melalui media sosial

Harga publikasi informasi untuk Advertorial di televisi untuk duras 19 mesnt
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakian  bujnan ik

terpisahkan dari Peraturan Bupadi ini.

Bagnan Keempat
Radio

Pasal 21

Advertorial di radio minimal berdurasi 5 (lima) menit.

Advertorial scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2
(dua) insert sound Bupati atau pejabat yang berwenang yang di-upload di
souncloud.

Di-upload di soundcloud scbagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi
untuk merekam suara dengan perangkat android dan dibagik an melalui media
sosial.

Harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio untuk durasi S(lima) menit
scbagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVIII
HARGA PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYAR AKAT

Pasal 22

Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Lay:anan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ dan huruf d, atau vang dalam
bentuk lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupat ini mengikut ketentuan
yang berlaku di Perusahaan Pers.

Tata cara dan proses pembayaran harga publikasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1), mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di lingk ungan
Pemenntah.

BAB [X
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 23

Kewajibian Perusahaan Pers yang melukukan kerja sama dengan Perangkat
Dacrah adalah menyediakan halaman khusus untuk dacrah di media vang
diterbitkan.

Halaman khusus sebagaimana pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi
kegiatan  penyelenggaraan  Pemcrintahan, pembangunan dan pelavanan
masyarak at  yang dilaksanakan Pemerintah  Daerah, perangkat Dacrah,
dan/atau mas yarakat Kabupaten Bengkayang.
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(3) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus
sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  kode cuk wartawan

Indonesia.

BADB X
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kerjasama  antara  Perangkat Dacrah  dengan  Perusahaan  Pers

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah melalui anggaran di masing-

masing Perangkat Daerah.

BAB XI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 25

Pembayar:in terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya

(1)
publikasi informasi dilakukan meclalui transfer ke perusahaan pers yang sah.
(2) Pembavaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1

(satu) bulan setelah permohonan pembayaran dan perusahaan pers kepada

Kepala Perangkat Dacrah.
(3) Permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat

Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan buk u fisik

penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers.
(4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada avat (1), setelah dilalrukan
pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasl 26

Kepala Dinas melakukan Pembinuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan Kerjasama Publikasi Media Massa.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27
Penganggaran kegiatan kerjasama publikasi Media Massa ini dilakukan berdasarkan

prinsip efisicnsi, efe ktifitas dan transparewnsi berdasarkan kemampuan keuangan

daerah.



Persvaratan k ualifik asi dan teknis media, formut formmlie o medie cewd 1t

surat permohonan lembaga/ perusnhaan medin cetak, format st permohonng
lembaga/perusahaan media siber, format surat pemutaan perasabaan, Formal surat
perjamian kerjasama kemitrann media, format berita ocion venlilias dane (or o
dokumen surat pertanggungawaban sebagaimann tercantuom dalaom Latpuean XE VI
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat g

BAR XIV
KETENTUAN PENUTUIP

Pasal 0

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka sclurubh bentuk kerjpasama perangkat
dacrah di lingkungan Pemernintah Daerah dempan perusshonn pers o dilalinlkan
berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini,

Pasal 30

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal dinndanglkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Dacrah Kabupaten Beng kayang

Ditetapkan di  Bengkayvang
pada tangral 49 Oesumbux 202)
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